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PENETAPAN
Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Xxxx, lahir di Jakarta, 01 Mei 1991(umur 26 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN,
tempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Timur, selanjutnya

disebut PEMOHON;

MELAWAN

Xxxx, lahir di Bekasi, 21 Agustus 1990 (umur 27 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, selanjutnya disebut

TERMOHON;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama bekasi Nomor
1002/Pdt.G/2018/PA.Bks tang 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis

Hakim
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Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2018 dan
didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor

1002/Pdt.G/ 2018/PA.Bks;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah
memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk memanggil para

pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil

secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian atas nasehat Majelis akhirnya Pemohon

menyatakan mencabut perkaranya/mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut
perkaranya maka Majelis mengabulkan pencabutan Pemohon tersebut dan

menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk
pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama
dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Bks selesai karena
dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bekasi dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 M
bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1439 H oleh kami Drs. Jazilin, MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH. dan
Hj. Firris Barlian, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim
anggota, dibantu oleh Aeni, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. JAZILIN, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd. ttd.
Hj. IRA PUSPITASARI, SH., MH. Hj. FIRRIS BARLIAN, S.Ag., MH.
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Panitera Pengganti

ttd.
AENI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara : Rp  50.000,-
3. Panggilan :Rp 345.000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Materai :Rp 6.000.-
Jumlah :Rp 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh PIt. Panitera,

Dra. Masniarti
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